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PERATURAN BUPATI TAPIN
ITOMOR 09 TAHUN 2OL6

TEITTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATI'RAN BT'PATI TAPTN
ITOMOR 33 TAHT'N 2015

TENTANG
PEITJABARAN ANGGARAN PENDAPATAIT DAN BELIINJA DA.ERAII

TAIII,IT AIIGGARAIT 20T6

DEITGAIT RAIIMA'T fl'IIAIT YAITG UAHA ESA

Menimbang : a.

BT'PATI TAPIN,

bahwa sehubungan dengan telah diterimanya
Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, yang
merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun
2OfS tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
maka dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan di
Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Dana
Alokasi Khusus Non Fisik dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2016,
yang mendahului penetapan Peraturan Daeratr
tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;

,bahwa Penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas telah sesuai dengan angka
V. Hal-Hat Khusus l.ainnya pada point L4
dalam L"ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2OL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
33 Tahun 2OtS tentang Penjabaran Anggaran

b.

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun I
Anggaran 2at6; 

/f )

c.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II Tanatr Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencalaa:r Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor +a2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a381;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

AJL
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523il;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 278,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5767;

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah diubah beberapa kdi,
terakhir dengan Peratrrran Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Perattrran Pemerintah Nomor 24 Tahturr 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 r2l;

10.

11.

t2.

13.

rdt
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74. Peraturaa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

15. Peraturan pemerintah Nomor ss rahun 20os

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2oostentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 140, Tambahaa Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a17gl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tatrun 2OOs
tentang Pedoman pen5rusunan dan penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 1SO,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a58S);

L9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS
tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

/rI
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor a6la\

Negara Republik

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tatrun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 20, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturarr Pemerintah Nomor 71 Tatrun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nornor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219l,;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomot 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik

23.

Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

27. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2Ol5
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

2t.

24.

25.

26.

I
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Pembahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2}lt tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2015 Nornor 9O3),
sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 1893);

29.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahrrn 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2a3Q;

30.

/t
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Talrun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a7l;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (l,embaran Daerah Kabr.rpaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor O5), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Keempat Atas
Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor O9);

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1
Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor O1);

Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Al2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangart Daerah (Lrmbaran Daeratr
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O2
Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol3 Nomor O2);

Peratrrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O3

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten
Tapin Tatrun 2OLg Nomor 03);

Perah:ran Daerah Kabupaten Tapin Nornor O5

Tahun 2OL4 tentang Pembentrrkan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor [.ayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(kmbaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ot4 Nomor O5);

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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47.

39.

40.

42.

43.

44.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13
Tahun 2OI5 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Talrun
2015 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2Ol2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2Ol2 Nomor l1);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 20 15
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 34);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tatrun 2Ol5
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin Berbasis Akrual (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2Ol5 Nomor 37);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2OIs
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tatrun 2015 Nomor 38);

MEUUTUSKAN:

Menetapkan : PERATfIRAII BUPATI TENTAIYG PERITBAHAIT
ATAS PERATURAN BI'PATI TAPIN ITOUOR 33
TAIIT'N 2015 TTNTANG PTNJABARAN Ail(XiARAN
PENDAPATAIT DAN BEIIINJA DAIRAII TAHTIN
AN(X}ARAN 20T6.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun
2OI5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor
34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 terdiri dari :
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1. Pendapatan :

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah pendapatan
setelah penrbahan

2. Belanja :

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah betraqfa
setelah perubahan
Surplus/Defislt

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah pembtayaan netto

Rp. 1.339.232.277 .596,00

Rp. 9.362.a57.OO0.00

Rp. 1.34A.594.734.596,(X)

Rp. 1.530.524.031.738,60
Rp. 9.362.457.0O0.00

Rp. 1.539.886.488.738,60

(Rp. L91.291.754.142,6o1

2.

3.

Rp. 214.O41.754.t42,60
Rp. 22.750.000.000.00

Rp. 191.291.754.14216(J

Sisa Lcbih Penbia5nan Rp. O,OO
Aaggaran Setelah Penrbahan

Ketentuan dalam Lampiran l. Ring!<asan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubatr,
sehingga la.mpiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan dalarn Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas
Kes,ehatal, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dal Badal
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diubatr,
sehingga Larnpiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr, Dinas Kesehatart,
Dinas Sosial dan Tenaga Keda, dan Badan Pemberdayaan
Perempual dan Keluarga Berencana berbunyi menjadi
sebagairnana tercanhrm ddam Lampiran II. Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan
Badan Pemberdayaan Peremprran dan Keluarga Berencana yallg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratrrran Bupati ini,
sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan.

dT
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PJraturan Bupati-ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

di Rantau
18 l,le i 2016

o
di Rantau

Bei 201 5

KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 09

,P


